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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Anggaran

Suatu perusahaan didirikan dengan maksud untuk mencapai tujuan. Tujuan umum dari perusahaan yaitu untuk memperoleh pendapatan yang optimal atau laba yang banyak. Agar tujuan tersebut dapat tercapai diperlukan suatu perencanaan pengendalian yang baik melalui anggaran. Dimana anggaran merupakan suatu perencanaan yang terperinci untuk setiap kegiatan atau aktivitas perusahaan yang dapat digunakan dalam menunjang efektivitas pengendalian kegiatan atau aktivitas perusahaan.

2.1.1 Pengertian Anggaran

Setiap aktivitas perusahaan dalam menjalankan usahanya selalu mempunyai suatu rencana yang matang untuk mencapai suatu tujuan yang dicita-citakan. Rencana-rencana tersebut disusun secara matang yang nantinya akan dipakai sebagai pedoman dalam setiap langkah pelaksanaan kegiatan usahanya. Rencana-rencana perusahaan untuk melaksanakan kegiatan usahanya perlu dibuat dan rencana tersebut dituangkan dalam bentuk anggaran.

Anggaran organisasi perusahaan merupakan pedoman bagi segala tindakan yang akan dilaksanakan dan di dalam anggaran disajikan rencana penerimaan dan pengeluaran dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasinya secara sistematis. Jumlah penerimaan dan pengeluaran yang diharapkan dapat dicapai dalam tahun anggaran tertentu, pada hakikatnya menggambarkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para manajer atau pimpinan perusahaan bersama-sama karyawannya. Anggaran  ini akan digunakan untuk mengarahkan suatu kegiatan dan juga sebagai alat perbandingan dalam mengukur hasil pelaksanaan kegiatan.

Pengertian anggaran organisasi perusahaan dan anggaran pemerintah sebenarnya tidak jauh berbeda, baik dalam proses penyusunan maupun dalam tujuannya. Demikian pula dalam hal penerimaan dan pengeluaran, baik anggaran organisasi perusahaan atau anggaran pemerintah keduanya mempunyai tujuan yang sama yaitu merencanakan dan mengatur berapa rupiah uang akan dikeluarkan atau didapat dalam periode satu tahun anggaran sehingga dapat lebih terkendali.

Untuk lebih jelasnya berikut ini dikemukakan pendapat beberapa ahli mengenai anggaran.

Pengertian anggaran menurut Mulyadi dalam buku “Akuntansi Manajemen” menyatakan bahwa :

“Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu satu tahun”.

(2001 : 488)

Pengertian anggaran menurut Munandar dalam buku “Budgeting : Perencanaan kerja, pengkoordinasian kerja, pengawasan kerja” mengemukakan  bahwa :

“Business budget atau budget (anggaran) adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu yang akan datang”.

(2000 :1)

Pengertian anggaran menurut Arifin Sabeni dalam buku “Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan” menyatakan bahwa :

“Anggaran merupakan jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan dalam bentuk angka-angka rupiah untuk suatu jangka waktu tertentu”

(2001 :39)

Pengertian anggaran menurut Moekiyat dalam “Kamus Manajemen” menyatakan bahwa :

“Budget (anggaran) adalah suatu macam rencana, terdiri dari data yang disusun secara logis yang menunjukan keinginan-keinginan yang layak untuk suatu waktu tertentu”.

(2000 : 60)

Berdasarkan pengertian-pengertian yang telah dikemukakan oleh para ahli, maka dapat diambil kesimpulan bahwa anggaran merupakan suatu rencana yang menggambarkan rangkaian atau kegiatan tindakan dan disusun secara sistematis yang meliputi segala kegiatan perusahaan yang dinyatakan dalam unit (satuan) moneter dan berlaku untuk jangka waktu (periode) tertentu di waktu yang akan datang.

2.1.2 Fungsi Anggaran

Anggaran mempunyai beberapa fungsi atau kegunaan bagi organisasi perusahaan atau pemerintah, berikut ini tiga fungsi dari anggaran :

1. Sebagai pedoman kerja

Anggaran berfungsi sebagi pedoman kerja dan memberikan arah sekaligus harus memberikan target-target yang harus dicapai oleh kegiatan-kegiatan perusahaan di masa yang akan datang.

2. Sebagai alat pengkoordinasi kerja

Anggaran berfungsi sebagai alat pengkoordinasi kerja agar semua bagian-bagian yang terdapat di dalam perusahaan harus dapat saling menunjang dan saling bekerjasama dengan manajemen untuk menuju sasaran yang telah ditetapkan, dengan demikian kelancaran jalannya perusahaan akan lebih terjamin.

3. Sebagai alat pengawasan kerja

Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur atau alat pembanding untuk menilai (evaluasi) realisasi kegiatan perusahaan nanti dengan membandingkan antara apa yang tertuang dalam anggaran dengan apa yang dicapai untuk realisasi kerja perusahaan, dapat dinilai apakah kegiatan perusahaan selalu sukses bekerja dan perbandingan tersebut dapat pula diketahui sebab-sebab penyimpangan antara anggaran dan realisasinya. Sehingga dapat dketahui kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan yang dimiliki perusahaan, hal ini berguna untuk menyusun rencana-rencana (budgeting), selanjutnya  secara lebih matang.

2.1.3 Keterbatasan Anggaran

Perlu disadari bahwa anggaran juga mempunyai keterbatasan-keterbatasan, diantaranya adalah :

1. Anggaran didasarkan pada ramalan akan kejadian yang akan datang, diantaranya adalah unsur perkiraan dan pertimbangan. Maka revisi atau modifikasi dari anggaran harus dilakukan apabila terjadi penyimpangan dari yang diramalkan.

2. Anggaran dapat memfokuskan perhatian manajer pada tujuan yang tidak selaras dengan tujuan organisasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi hal ini, manajer harus dimotivasi agar berusaha keras untuk mencapai tujuan mereka masing-masing dalam keselarasan dengan tujuan perusahaan secara keseluruhan.

3. Pelaksanaan anggaran harus mempunyai komitmen dari manajemen tingkat atas dan kerjasama serta partisipasi dari seluruh anggota manajemen agar berhasil.

4. Penggunaan anggaran secara berlebihan sebagai alat evaluasi dapat mengakibatkan timbulnya perilaku menyimpang. Manajer mungkin berusaha membuat anggaran agar mudah dicapai sehingga terlihat baik sewaktu dievaluasi.

5. Anggaran tidak mengurangi atau mengambil alih peran administrasi. Para eksekutif tidak boleh merasa dibatasi oleh anggaran, melainkan anggaran dibuat untuk memberikan informasi yang memungkinkan para eksekutif untuk bertindak dengan kekuatan dan visi menuju tujuan perusahaan.

6. Penerapan anggaran membutuhkan waktu yang lama, manajemen sering menjadi tidak sabar dan tidak tertentu karena mengharapkan terlalu banyak dalam waktu yang singkat.

2.1.4
Karakteristik Anggaran

Anggaran merupakan rencana menajemen yang mendasarkan asumsi bahwa langkah-langkah positif akan diambil oleh penyusun anggaran agar realisasi kegiatan sesuai rencana yang telah disusun. Sedangkan perkiraan hanya merupakan prediksi mengenai apa yang akan terjadi, tanpa membawa implikasi pada orang yang memprediksi bahwa dia akan berusaha untuk mempengaruhi realisasi.

Karakteristik anggaran sebagai berikut :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu satu tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajemen, yang berarti bahwa para manajer setuju untuk menerima tanggung jawab untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam anggaran.

4. Usulan anggaran direview dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih tinggi dari penyusun anggaran.

5. Sekali disetujui, anggaran hanya dapat diubah dibawah kondisi tertentu.

6. Secara berkala, kinerja keuangan sesungguhnya dibandingkan dengan anggaran dan selisihnya dianalisis dan dijelaskan.

Selain karakteristik-karakteristik umum yang telah diuraikan di atas, terdapat juga karakteristik anggaran yang baik, yaitu :

1. Anggaran disusun berdasarkan program.

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggungjawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

2.1.5 Penyusunan Anggaran

Untuk bisa melakukan penyusunan anggaran yang lebih akurat, diperlukan berbagai data, inforamasi, dan pengalaman, yang merupakan faktor-faktor yang harus dipertimbangkan di dalam menyusun anggaran. Adapun faktor-faktor tersebut secara garis besar dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu :

1. Faktor-faktor intern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di dalam perusahaan sendiri. Faktor-faktor tersebut antara lain berupa :

a. Pendapatan tahun yang lalu.

b. Kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah pendapatan. 

c. Kapasitas produksi yang dimiliki perusahaan.

d. Tenaga kerja yang dimiliki perusahaan, baik jumlahnya (kuantitatif) maupun keterampilan dan keahliannya (kualitatif).

e. Modal kerja yang dimiliki perusahaan.

f. Fasilitas yang dimiliki perusahaan.

g. Kebijaksanaan perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perusahaan.

2. Faktor-faktor ekstern, yaitu data, informasi, dan pengalaman yang terdapat di luar perusahaan, tetapi dirasa mempunyai pengaruh terhadap kehidupan perusahaan. Faktor-faktor tersebut adalah :

a. Keadaan persaingan.

b. Tingkat pertumbuhan penduduk.

c. Tingkat penghasilan masyarakat.

d. Tingkat pendidikan masyarakat.

e. Tingkat penyebaran penduduk.

f. Agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat.

g. Berbagai kebijaksanaan pemerintah, baik di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun keamanan.

h. Keadaan perekonomian nasional maupun internasional.

Dalam penyusunan anggaran memiliki prinsip-prinsip yang sebaiknya dilakukan oleh perusahaan, yaitu :

1. Paduan adiquasi memberikan kemudahan bagi seluruh tingkat manajemen untuk bekerja dan menggunakan asumsi, target, tujuan, dan agenda.

2. Partisipasi dalam proses penganggaran harus mencakup seluruh level di dalam organisasi.

3. Iklim dan persiapan penganggaran harus bisa dieliminasi dan dipertahankan.

4. Persiapan anggaran harus terstruktur sehingga dapat diterima dengan akal sehat dan dapat mendatangkan keuntungan yang tinggi dan tujuan berjalan sukses.

5. Pengangkaan dari suatu asumsi harus dapat dievaluasi dalam mengembangkan anggaran.

Jika prinsip-prinsip diatas diikuti dan dijalankan oleh organisasi perusahaan atau pemerintah, maka kesuliatan-kesulitan yang dihadapi oleh perusahaan atau pemerintah akan berkurang. Karena dengan prinsip anggaran ini akan menjadi panduan untuk perusahaan dalam menjalankan usahanya.

Selain dari prinsip-prinsip penyusunan anggaran, ada juga tujuan dari penyusunan anggaran, yaitu :

1. Untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan penggunaan dana.

2. Untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari atau digunakan.

3. Untuk merinci jenis sumber dana yang dicari, maupun jenis penggunaan dana sehingga mempermudah pengawasan.

4. Untuk mengoperasionalkan sumber dan penggunaan dana agar dapat mencapai hasil maksimal.

5. Untuk menyempurnakan rencana yang telah disusun, karena dengan anggaran lebih jelas dan nyata terllihat.

6. Untuk menampung dan menganalisa serta memutuskan setiap usulan yang berkaitan dengan anggaran.

2.1.6 Jenis Anggaran

Anggaran dapat dikelompokan dari beberapa sudut pandang, yaitu :

1. Menurut dasar penyusunan

a. Anggaran variabel, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan interval (kasar), kapasitas (aktivitas) tertentu dan pada intinya merupakan suatu seni anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat-tingkat aktivitas (kegiatan) yang berbeda.

b. Anggaran tetap, yaitu anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat kapasitas tertentu.

2. Menurut cara penyusunan

a. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk suatu periodik tertentu, pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran.

b. Anggaran kontinu, yaitu anggaran yang dibuat untuk mengadakan perbaikan anggaran yang pernah dibuat, misalnya tiap bulan diadakan perbaikan, sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun mengalami perubahan.

3. Menurut jangka waktunya

a. Anggaran jangka pendek (anggaran taktis), yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu paling lama satu tahun.

b. Anggaran jangka panjang (anggaran strategis), yaitu anggaran yang dibuat dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

4. Menurut kemampuan menyusun

a. Anggaran komprehensif, merupakan rangkaian dari berbagai macam anggaran yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun secara lengkap.

b. Anggaran partial, merupakan anggaran yang disusun tidak secara lengkap, anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.

5. Menurut fungsinya

a. Apropriation budget, merupakan anggaran yang diperuntukan bagian tujuan tertentu dan tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.
b. Performance budget, merupakan anggaran yang disusun berdasarkan fungsi aktivitas yang dilakukan dalam perusahaan untuk menilai apakah biaya beban yang dikeluarkan oleh masing-masing aktivitas tidak melampaui batas.

6. Menurut bidangnya, anggaran terdiri dari anggaran operasional dan anggaran keuangan. Kedua anggaran ini dipadukan disebut anggaran induk (master budget). Anggaran induk yang mengkonsolidasikan rencana keseluruhan perusahaan jangka pendek biasanya disusun atas dasar tahunan.

a. Anggaran keuangan, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran neraca. Terdiri dari : 

1. Anggaran kas.

2. Anggaran piutang

3. Anggaran persediaan.

4. Anggaran utang.

5. Anggaran neraca.

b. Anggaran operasional, yaitu anggaran untuk menyusun anggaran laporan laba rugi.

Menurut Heckert dan Willson dalam buku “Controllership”,yang diterjemahkan oleh Gunawan Hutauruk merinci anggaran operasional sebagai berikut :
1. Anggaran penjualan ;

2. Anggaran produksi ;

3. Anggaran bahan atau persediaan ;

4. Anggaran pembelian ;

5. Anggaran tenaga kerja ;

6. Anggaran biaya pabrikasi ;

7. Anggaran pokok barang-barang yang dijual ;

8. Anggaran biaya administrasi umum ;

9. Anggaran biaya penjualan ;

10. Anggaran periklanan ;

11. Anggaran biaya riset dan pengembangan ;

12. Anggaran pendapatan dan biaya lain-lain ;

13. Anggaran harta tetap ;
Di dalam organisasi pemerintah daerah, anggaran terbagi menjadi dua jenis, yaitu anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Yang dimaksud dengan susunan APBD adalah urutan atau sistematika dari anggaran pendapatan dan belanja daerah baik rutin maupun pembangunan.

Pengertian anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) menurut Abdul Halim Dalam buku “Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah” mendefinisakan APBD sebagai berikut :

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan rencana kegiatan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam bentuk angka dan menunjukan adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal dan biaya yang merupakan target maksimal untuk suatu periode anggaran”.

(2002 : 24)

Pengertian pendapatan menurut Abdul Halim Dalam buku “Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah” mendefinisakan pendapatan sebagai berikut :

“Semua penerimaan dalam bentuk peningkatan aktiva atau penurunan utang dari berbagai sumber dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan”.

(2002 : 64)

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran pendapatan  daerah merupakan sebuah rencana yang menargetkan pendapatan yang akan diperoleh sehingga dapat diperkirakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan diperoleh oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang no. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber-sumber penerimaan Daerah diantaranya :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Undang-Undang, terdiri dari :

a. Pajak daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, dibagi menjadi dua kewenangan yaitu :

1. Pajak Propinsi

· Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

· Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air.

· Pajak bahan bakar kendaraan bermotor.

· Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.

2. Pajak Kabupaten atau Kota

· Pajak hotel

· Pajak restauran

· Pajak reklame

· Pajak hiburan

· Pajak penerangan jalan

· Pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C

· Pajak parkir

· Pajak sewa menyewa atau kontrak rumah dan bangunan

b. Hasil retribusi daerah

Iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah dengan imbalan langsung dan tidak dapat dipaksakan dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah

c. Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan.

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

2. Pinjaman daerah

3. Dana perimbangan, terdiri dari :

a. Bagian daerah dari penerimaan PBB, BPHTB, dan sumber daya alam dari sektor : kehutanan, pertambangan umum perikanan, pertambangan minyak dan gas alam.

b. Dana alokasi umum.

c. Dana alokasi khusus.

4. Lain-lain penerimaan yang sah.

2.2 Efektivitas Pendapatan

Dalam suatu sistem pendapatan, keefektivitasan dan keefisienan suatu pendapatan perlu diperhatikan dengan serius khususnya oleh pihak intern perusahaan yang menerapkan sistem pengendalian manajemen di dalam melakukan tiap kegiatan usahanya. Hal ini karena keefektivitasan dan keefisienan suatu pengendalian merupakan suatu tolak ukur untuk menilai keberhasilan dari proses pengendalian itu sendiri.

Istilah efektivitas berkaitan erat dengan istilah efisien yang merupakan dua kriteria yang digunakan untuk menilai prestasi kerja dari suatu pusat tanggungjawab dalam suatu perusahaan. Istilah efektivitas dan efesien dipakai dalam bentuk perbandingan. Efektivitas diukur dengan seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai, sedangkan efesiensi diukur dengan seberapa besar perbandingan antara biaya yang dikeluarkan dengan pendapatan yang diperoleh perusahaan.

Efektivitas secara garis besar dapat dirumuskan sebagai derajat keberhasilan suatu organisasi dimana terlihat sampai sejauh mana suatu organisasi dinyatakan berhasil dalam usaha untuk mencapai apa yang menjadi tujuannya. Suatu unit organisasi dikatakan efektif jika unit dalam perusahaan tersebut dapat bekerja dengan baik, sehingga mencapai hasil atau tujuan yang diharapkan.

Pengertian efektivitas menurut Arrens dan Loebbecke dalam buku “Auditing Pendekatan Terpadu” yang diadaptasi oleh Amir Abdi Jusuf menyatakan bahwa:

“Efektivitas yaitu menilai apakah suatu lembaga atau organisasi telah memenuhi tujuan yang ditetapkan dalam dalam mencapai standar kelayakan yang mengacu kepada pencapaian suatu tujuan.”
(1999 : 817)

Pengertian efektivitas menurut Arrens dan Loebbecke dalam buku  “Auditing An Integrated Approach”, bahwa efektivitas diartikan sebagai: 

“Effectiveness refers to accomplishment of objectives, whereas efficiency refers to the resources used to achieve  those objectives.”  
(2000:798)

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas lebih menitikberatkan pada tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

2.3 Pengertian Pajak  

Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada negara atau daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah suatu negara atau daerah dan pembangunan negara atau daerah tersebut. Sehingga bisa dikenakan sanksi hokum kepada yang melanggar aturan tersebut.

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya yang berjudul “Pengantar singkat hukum pajak” adalah:

“Pajak adalah peralihan kekuasaan dari sektor swasta ke sektor publik berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjukkan, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum & yang digunakan sebagai alat pendorong, penghambat atau pencegah utk mencapai tujuan yang ada diluar Bidang Keuangan Negara.”

(2001:3)

Menurut Mardiasmo, dalam bukunya yang berjudul “Perpajakan”, pajak adalah:

“Iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) yang langsung dapat ditunjukkan dana yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

(2000:1)

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pajak Restoran, menyatakan bahwa:

“Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.”

(2003 : 6)

Dari beberapa definisi mengenai pajak terdapat ciri-ciri mendasar dari pajak, antara lain :

1. Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang dan atau peraturan hukum lainnya. 

2. Pajak dipungut oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

3. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung dapat ditunjuk dan sifatnya memaksa.

4. Hasil pemungutan pajak digunakan untuk menutupi pengeluaran negara atau daerah dan sisanya digunakan untuk investasi atau pembangunan.

5. Pajak disamping sebagai sumber keuangan negara atau daerah juga berfungsi sebagai pengatur (regulered).
6. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang.
Ada dua macam pajak, yaitu pajak Pemerintah Pusat dan pajak Pemerintah Daerah. Pajak Pemerintah Daerah dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). Dari beberapa macam pajak yang diterima oleh Pemerintah Daerah, salah satunya adalah pajak restoran.

2.3.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak dibagi ke dalam dua fungsi, yaitu fungsi penerimaan (budgetair) dan fungsi mengatur (regulered).

1. Fungsi penerimaan (budgetair)

Sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Fungsi mengatur (regulered)

Sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi.

2.3.2 
Pengertian Pajak Restoran

Pajak Restoran merupakan salah satu jenis pajak daerah yang termasuk ke dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda). 

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau catering. Pengusaha restoran adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran, rumah makan, bar, café bakery, pujasera, dan sejenisnya untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

2.3.3 Subjek dan Objek Pajak Restoran


Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada restoran. Wajib pajak adalah pengusaha restoran.


Objek pajak adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran. Objek pajak meliputi :

a. Restoran, rumah makan, bar, café, bakery, pujasera, dan sejenisnya.
b. Pelayanan direstoran meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran, termasuk penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
2.3.4 Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak


Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran kepada restoran. Tarif pajak yang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen). Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Pajak yang terutang dipungut di daerah.

2.3.5 Waktu Kegiatan Pemungutan Pajak Restotan


Masa pajak adalah 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan oleh walikota. Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pelayanan di restoran. 

2.3.6    Prosedur Pemungutan Pajak Restoran


Pelaksanaan pemungutan Pajak Restoran dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung. Pelaksanaan pemungutan pajak restoran yaitu dengan cara Self Assesment System, yaitu sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan besar pajak terutangnya sendiri. Untuk menentukan hal tersebut berikut ini penulis menguraikan mengenai mekanisme dari sistem pemungutan Pajak Daerah khususnya Pajak Restoran.


Pelaksanaan sistem prosedur pemungutan pajak pada Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung adalah sebagai berikut :

A. Sistem Pendaftaran Wajib Pajak

1. Wajib Pajak (WP) datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah kota Bandung, Sub Dinas Pajak untuk menerima formulir pendaftaran Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak tidak datang, maka petugas pajak akan mendatangi Wajib Pajak yang bersangkutan.

2. Wajib Pajak wajib mengisi formulir pendaftaran untuk didaftar ke dalam buku/daftar induk Wajib Pajak.

3. Setelah Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran, maka petugas pajak membukukannya ke daftar Wajib Pajak per golongan.

4. Setelah dilakukan kedalam daftar Wajib Pajak per golongan, kemudian petugas pajak membukukannya kembali ke dalam Wajib Pajak per wilayah.

5. Kemudian petugas pajak menerbitkan/menyerahkan kartu identitas Wajib Pajak yang sudah diberi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD). 

B. Sistem Pendataan 

1. Wajib Pajak datang langsung ke Dinas Pendapatan Daerah Sub Dunas Pajak dan kemudian petugas pajak akan menyiapkan formulir pendataan berupa Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

2. Setelah Wajib Pajak mengisi Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), kemudian bagian pemeriksaan lapangan memeriksa kelengkapan formulir Pendataan Surat Pemberitahuan Pajak daerah (SPTPD) yang telah diisi oleh Wajib Pajak atau yang diberi kuasa :

a. Apabila pengisiannya benar dan lampirannya lengkap, dalam daftar formulir pendataan diberi tanda dan tanggal penerimaan;

b. Apabila formulir pengisian belum lengkap mengenai formulir pendataan (SPTPD), maka lampirannya dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. 

3. Setelah dilakukan pemeriksaan lapangan, kemudian petugas pajak membukukannya ke dalam Daftar wajib Pajak dan dikirim Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

4. Setelah itu petugas pajak menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah yang semula dibayar dalam masa pajak 30 (tiga Puluh) hari, kemudian diubah menjadi 15 (lima belas) hari atau dua kali penarikan dalam satu bulan yaitu tanggal 7 bulan berikutnya.

C. Sistem Penetapan

1. Wajib Pajak membayar sendiri Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD) sebagai dasar untuk menghitung dan menetapkan pajak terutang.

2. Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sesudah saat terutangnya pajak, walikota kepada Daerah dapat memberikan :

a.   Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB), adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT) adalah syarat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

